
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.92, 2013 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Bantuan 
Peralatan Mesin. Pedoman. 

 
PERATURAN 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 122/M-IND/PER/12/2012 

TENTANG 
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan 
peningkatan kemampuan industri nasional, perlu 
strategi pembangunan industri melalui pemberian 
bantuan peralatan dan/atau mesin untuk 
peningkatan mutu produk, penyediaan tenaga kerja 
industri yang kompeten, pengembangan teknologi 
industri, pengembangan industri prioritas, 
modernisasi peralatan dan/atau mesin, pengenalan 
teknologi baru, penugasan khusus, dan 
peningkatan efisiensi dan produktivitas; 

b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
26/M-IND/PER/2/2010 tentang Pemberian 
Bantuan Peralatan dan/atau Mesin sudah tidak 
sesuai dengan strategi pengembangan industri saat 
ini sehingga perlu diganti; 

c. bahwa untuk mendukung program industri nasional 
dan meningkatkan kemampuan industri lokal, perlu 
dilakukan pemberian bantuan peralatan dan/atau 
mesin; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian 
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peralatan 
dan/atau Mesin; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4484); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan 
Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4555); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4855); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri 
dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 

11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang 
Kebijakan Industri Nasional; 

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/ 
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan-
an Barang Milik Negara; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/ 
2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/ 
2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana 
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telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 248/PMK.07/2010; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/ 
2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang 
Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/ 
2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; 

19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/       M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perindustrian; 

20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/ 
PER/4/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, 
Penghapusan dan Pemanfaatan, Penghapusan dan 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara di 
Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ 
PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam 
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di 
Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN 
DAN/ATAU MESIN.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 

2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pemegang 
kewenangan dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan 
pedoman untuk melakukan pengelolaan BMN. 
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3. Pengguna Barang adalah Menteri Perindustrian sebagai pemegang 
kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kementerian 
Perindustrian. 

4. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit 
Pelaksana Teknis atau Pejabat di lingkungan Kementerian 
Perindustrian yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan 
sebaik-baiknya. 

5. Serah Terima adalah penyerahan hasil kegiatan sebagai realisasi APBN 
atas Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. 

6. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang 
dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau 
jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan 
barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada 
masyarakat di luar kriteria Belanja Bantuan Sosial serta Belanja 
Perjalanan. 

7. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset 
dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal 
kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah 
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota 
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa 
untuk melaksanakan tugas tertentu. 

10. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah 
Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh 
penggantian. 

11. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang, 
dengan menerbitkan surat keputusan dari Pejabat yang berwenang 
untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 
Barang dari tanggung jawab adminstrasi dan fisik atas barang yang 
ada dalam penguasaannya. 

12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai peraturan perundang-
undangan. 
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